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Abstrak 

Restorative Justice (RJ) merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada 

pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta keterlibatan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana anak, 

pendekatan ini menjadi solusi alternatif untuk menghindari dampak negatif sistem peradilan konvensional terhadap 

anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Restorative Justice 

dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Karo, dengan menyoroti prinsip-prinsip RJ serta 

faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan jaksa, didukung dengan 

studi dokumen terkait dan peraturan perja no. 15 tahun 2020 tentang RJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Karo mengacu pada prinsip-prinsip utama RJ, yaitu pemulihan, 

partisipasi, dan keseimbangan kepentingan. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, di antaranya 

kurangnya pemahaman masyarakat tentang RJ, resistensi dari pihak korban dalam menerima perdamaian, serta 

keterbatasan sumber daya hukum yang mendukung pelaksanaan RJ secara optimal. Penelitian ini menekankan 

pentingnya peningkatan sosialisasi mengenai konsep Restorative Justice kepada masyarakat serta penguatan regulasi 

untuk mendukung penerapannya secara lebih efektif dalam sistem peradilan pidana anak. 

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Anak, Kejaksaan Negeri Karo, Perja No. 15 Tahun 2020, 

Faktor Hambatan 

 

Abstract 

Restorative Justice (RJ) is an approach to resolving criminal cases that emphasizes victim recovery, 

perpetrator accountability, and community involvement. In the context of juvenile crime, this approach is an 

alternative solution to avoid the negative impacts of the conventional justice system on children in conflict with the 

law. This study aims to analyze the implementation of Restorative Justice in resolving juvenile crime cases at the 

Karo District Attorney's Office, by highlighting the principles of RJ and the factors that become obstacles in its 
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implementation. The research method used is the normative juridical method with a qualitative approach. Data were 

obtained through interviews with prosecutors, supported by a study of related documents and regulation no. 15 of 

2020 concerning RJ. The results of the study indicate that the implementation of Restorative Justice at the Karo 

District Attorney's Office refers to the main principles of RJ, namely restoration, participation, and balance of 

interests. However, there are several obstacles in its implementation, including the lack of public understanding of 

RJ, resistance from victims in accepting peace, and limited legal resources that support the optimal implementation 

of RJ. This study emphasizes the importance of increasing socialization of the concept of Restorative Justice to the 

community and strengthening regulations to support its more effective implementation in the juvenile criminal justice 

system. 

Keywords: Restorative Justice, Juvenile Crimes, Karo District Attorney's Office, Perja No. 15 of 2020, Barrier 

Factors. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Restorative justice merupakan pendekatan 

alternatif yang lebih menekankan pada pemulihan 

keadaan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. 

Prinsip ini sesuai dengan kebutuhan anak yang 

berkonflik dengan hukum, karena fokusnya adalah pada 

rehabilitasi, bukan hukuman semata. Pendekatan 

restorative justice memusatkan pada kebutuhan korban 

maupun pelaku kejahatan. Selain itu, membantu para 

pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya 

pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada 

sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan 

pelanggaran, pada prinsipnya  pelanggaran  terhadap  

individu  atau munculnya akuntabilitas pelaku dan 

menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan dari pihak 

korban. 

Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 

tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan 

konsep restorative justice adalah berdasarkan asas 

keadilan, 

a. kepentingan umum, 

b. proporsionalitas, 

c. pidana sebagai jalan terakhir, 

d. dan asas cepat, sederhana, dan 

biaya ringan.2 

Dasar hukum pelaksanaanya adalah : 

masyarakat  dan  bukan  kepada  negara.  Melalui

 keadilan restoratif ini menumbuhkan dialog 

antara korban  dan  pelaku  yang  akan 

mengakibatkan 

1.  Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2020. Tentang Penghentian 

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.3 

2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 

Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Tentang 

Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan 

Restoratif (Restorative Justice). 

3. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah 

Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 

131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-

07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-

06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 

17 Oktober 2012, Tentang Pelaksanaan 

Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana 

Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan 

Cepat Serta Penerapan Restorative Justice 

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, tentang 

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan 

dan Jumlah Denda dalam KUHP 

5. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018. 

Tentang Penerapan Keadilan Restoratif 

(Restorative Justice) dalam Penyelesaian 

Perkara Pidana 

6. Peraturan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Tentang 

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan 
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Keadilan Restoratif. 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
4tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan 

bahwa Keadilan Restoratif adalah 

penyelesaian perkara tindak pidana dengan 

melibatkan pelaku, korban, keluarga 

pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait 

untuk bersama- sama mencari 

penyelesaian yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali pada 

keadaan semula, dan bukan pem- balasan 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 20045, Penjelasan umum 

Undang- Undang Kejaksaan secara tegas 

menyebutkan bahwa keberhasilan tugas 

Kejaksaan dalam melaksanakan 

Penuntutan tidak hanya diukur dari 

banyaknya perkara yang dilimpahkan ke 

pengadilan, termasuk juga penyelesaian 

perkara di luar pengadilan melalui mediasi 

penal sebagai implementasi dari    

keadilan    restoratif    yang 

menyeimbangkan antara kepastian hukum 

yang adil dan kemanfaatan 

Syarat dalam restoratif menurut ketentuan 

Peraturan Perja No.15 tahun 2020 pada pasal 4 sampa 

dengan pasal 6 tentaang ketentuan RJ dalam pelakasaan 

dalam pemenuhan penghentian penuntutan serta syarat 

syarat apakah suatu kasus bisa tidak nya di RJ kan. 

Dalam pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa : 

1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi 

hukum dan dihentikan penuntutannya 

berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal 

terpenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Tersangka baru pertama kali 

melakukan tindak pidana; 

b. Tindak pidana hanya diancam 

dengan pidana denda atau 

diancam dengan pidana penjara 

tidak lebih dari 5 (lima) tahun; 

dan 

c. Tindak pidana dilakukan dengan 

nilai barang bukti atau nilai

 kerugian yang 

ditimbulkan akibat dari tindak 

pidana tidak lebih dari 

Rp2.500.000,00 (dua juta lima 

ratus ribu rupiah). 

Kepolisian dan Kejaksaan sebagai lembaga 

penegak hukum memiliki peran penting dalam proses 

diversi dan penerapan restorative justice. Namun, 

implementasi di lapangan seringkali menghadapi 

berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman 

aparat penegak hukum tentang konsep restorative, 

justice, keterbatasan sumber daya, serta resistensi dari 

pihak-pihak terkait. 

Polisi dan kejaksaan biasanya menangani 

tindak pidana ini. Kedua lembaga ini memiliki 

otoritas untuk melakukan penyidikan dan 

penyelidikan yang artinya kedua lembaga memiliki 

kewenangan untuk melakuakn penyidikan yang 

merupakan ketentuan khusus cara pidana secara 

konstitusional dibenarkan keberadaannya sepanjang 

tindak pidana tertentu/khusus untuk berdasarkan 

undang-undang sebagaimana telah menjadi 

kebijakan hukum pembentuk undang-undang, 

dalam hal menemukan titik terang tentang tindak 

pidana yang pasti dilakukan. Kepolisian dan 

kejaksaan masing- masing memiliki undang-undang 

untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Di 

Indonesia, ada lembaga kepolisian dan kejaksaan 

yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. 

Hukum mengawasi kedua lembaga tersebut dan 

melakukan penegakan hukum. Penting untuk 

melakukan kajian mendalam tentang bagaimana 

restorative justice diterapkan secara praktis di 

lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, guna 

mengetahui efektivitas, tantangan, dan hambatan 

yang dihadapi dalam penyelesaian kasus pidana 

anak. Studi kasus di Kepolisian dan Kejaksaan 

memberikan gambaran yang konkret mengenai 

implementasi di tingkat lokal dan dapat menjadi 

masukan untuk perbaikan kebijakan di masa depan. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) 

telah memberikan landasan hukum bagi penerapan 

restorative justice dalam penyelesaian kasus pidana 

anak. Dalam undang-undang ini, penyelesaian di 

luar pengadilan melalui diversi menjadi salah satu 
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pendekatan yang diprioritaskan untuk anak. 

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah 

dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban 

dan/atau orang tua/walinya, pembimbing 

kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional 

berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Harkristuti 

menjelaskan, bahwa pengaturan yang telah dihilangkan 

dari UU No. 3 Tahun 1997 ke UU No. 11 Tahun 2012, 

yakni : 

a. Istilah “anak nakal” 

b. Cakupan pelaku ”tindak pidana” atau yang 

melanggar “living law” 

c. Usia pertanggungjawaban pidana anak 8 tahun 

d. Belum memasukkan asas-asas Beijing rule 

e. Tidak secara expressis verbis menyatakan 

bahwa perampasan kemerdekaan adalah 

measure of the last resort 

f. Tidak memberi ruang bagi diversi. 

Bentuk Perubahan yang telah diatur dalam UU No. 11 

Tahun 2012 (Presiden Republik Indonesia, 2012):9 

a. Filosofi Sistem Peradilan Pidana Anak 

b. Penghapusan kategori Anak Pidana, 

Anak Negara Dan Anak Sipil 

c. Diversi dan Restorative justice 

d. Penegasan hak anak dalam proses peradilan 

e. Pembatasan upaya

 perampasan 

kemerdekaan sebgai measure of the last 

resort 

f. Pengaturan bentuk-bentuk alternative to 

imprisontment. 

Sistem peradilan pidana konvensional 

umumnya bersifat retributif dan tidak selalu 

memberikan solusi terbaik untuk anak yang 

berkonflik dengan hukum. Hukuman yang diberikan 

seringkali tidak mempertimbangkan dampak 

psikologis dan sosial yang dapat merugikan anak 

dalam jangka panjang. Secara yuridis peradilan 

merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk 

badan peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan 

lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, 

kehakiman, lembaga pemasyarakatan, bantuan 

hukum, untuk memberikan perlindungan dan 

keadilan bagi setiap warga negara. Pandangan 

filosofi peradilan berhubungan erat dengan konsepsi 

keadilan. Keadilan pada dasarnya merupakan nilai 

tertinggi di antara segala nilai yang ada dalam 

hubungan antara manusia dan masyarakat. Keadilan 

merupakan integrasi dari berbagai nilai 

kebijaksanaan yang telah, sedang dan selalu di 

usahakan untuk di capai pada setiap waktu dan 

segala bidang serta masalah yang di hadapi konsep 

ini di harapkan selaras dengan berkembangnya rasa 

keadilan dunia dan peradaban bangsa. 

Hakikat peradilan merupakan kekuasaan 

kehakiman, dengan hakim-hakim sebagai pejabat 

pelaksana dalam rangka memberi keadilan, selain 

bertanggungjawab karna sumpah jabatan, hakim 

yang bertanggungjawab terhadap hukum, diri 

sendiri, rakyat serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, menentukan 

bahwa pengadilan mengadili menurut hukum 

dengan tidak mebeda-bedakan orang.Ketentuan ini 

menekankan bahwa pengadilan sebagai 

Badan/Lembaga peradilan dalam mengadili 

memendang bawha harkat dan martabat seseorang 

tersebut adalah sama antara satu dengan yang lain. 

Penempatan kata “anak” dalam peradilan anak 

menunjukan batasan atas perkara yang di tanangi 

oleh badan peradilan yaitu perkara anak. 

Dengan berdasarkan uraian latar belakang di 

atas sehingga mendorong keinginan penulis untuk 

mengkaji lebih jauh mengenai konsep keadilan 

restorative justice sehingga nantinya dapat terjawab 

dengan jelas terinci bagaimana penerapan restoratif 

dalam suatu penelitian dengan mengangkat judul 

“IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF 

DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA 

ANAK DI KABUPATEN KARO STUDI KASUS DI 

KEJAKSAAN NEGERI KARO”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis 

merumuskan sebuah masalah diantaranaya sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip 

restorative justice dalam penyelesaian 

tindak pidana yang melibatkan anak di 

Kejaksaan Negeri Karo? 

2. Apa saja faktor penghambat dalam 

pelaksanaan restorative justice pada kasus 

tindak pidana anak di wilayah hukum 
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kejaksaan negeri karo? 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan dari 

skripsian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memahami penerapan prinsip-

prinsip restorative justice dalam 

penyelesaian tindak pidana yang 

melibatkan anak di kejaksaan negeri karo! 

2. Untuk menganalisis faktor penghambat 

dalam pelakasanaan restorative justice 

pada kasus tindak pidana anak diwilayah 

hukum kejaksaan negeri karo! 

 

II. METODE PENELITIAN 

Dalam metode penelitian ini, peneliti 

mengunakan metode penelitian kualitatif yang 

merupakan cara utama yang di pergunakan oleh 

penulis untuk mencapai tujuan dan menetukan 

jawaban atas masalah yang di ajukan dalam 

penelitan ini. Penelitian ini juga suatu sarana pokok 

dalam pengembangan dalam ilmu pengetahuan 

maupun teknologi, melalui proses tersebut di adakan 

analisa dan konteribusi terhadap data yang telah di 

kumpulkan dan diolah. 

Jenis penelitian yang di pakai ini adalah 

penelitian secara yuridis normatif, Penelitian yuridis 

normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji 

dokumen-dokumen hukum atau aturan perundang- 

undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk 

memahami bagaimana hukum seharusnya 

diterapkan atau diterapkan secara ideal. Pendekatan 

ini menganalisis norma-norma hukum yang 

berkaitan dengan isu yang diteliti 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Landasan Hukum Restorative Justice 

Landasan hukum Restorative Justice di 

Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) 

dan peraturan-peraturan terkait. 

 

Undang-Undang 

a. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian 

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif 

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 

SPPA) 

c. Peraturan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Perkap) Nomor 08 Tahun 2021 

tentang Penanganan Tindak Pidana 

berdasarkan Keadilan Restoratif. 

 

Peraturan Lainnya; 

1. Kode etik atau pedoman yang dikeluarkan oleh 

badan-badan hukum atau lembaga pemerintah 

terkait 

2. Program-program pengadilan alternatif yang 

mendukung penyelesaian kasus melalui 

mediasi, perundingan, atau pertemuan 

3. Keputusan Pengadilan untuk merujuk kasus ke 

program Restorative Justice 

 

2. Prinsip Dasar Restorative Justice Dalam 

Konteks Hukum Indonesia 

Pendekatan restorative justice (keadilan 

restoratif) memfokuskan kepada kebutuhan baik 

korban maupun pelaku kejahatan, menumbuhkan 

dialog antara korban dan pelaku akan 

menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan 

akuntabilitas pelaku, artinya pelaku dipertemukan 

di hadapan korban dan mempertanggung jawabkan 

perbuatan yang diperbuat dengan kesepakatan 

kedua belah pihak. Konsep restorative justice ini 

pada dasarnya sederhana dimana 

pertanggungjawaban oleh pelaku terhadap korban 

dalam hal menyelesaikan masalah tidak lagi 

berdasarkan pembalasan setimpal dari korban 

kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau 

hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu 

disembuhkan dengan memberikan dukungan 

kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk 

bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan 

masyarakat bila diperlukan. 

Adapun permasalahan yang muncul dalam 

penerapan prinsip restorative justice dalam sebuah 

sistem peradilan pidana terletak pada mekanisme 

penyelesaian yang ditawarkan oleh prinsip 

restorative justice dengan mekanisme penyelesaian 

perkara dalam sistem peradilan pidana memiliki 

perbedaan. Hal ini dikarenakan karena pada prinsip 

restorative justice lebih mengedepankan konsep 
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perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang 

diterapkan dalam penyelesaian perkada keperdataan 

sebagai bagian dari hukum privat yang mengatur 

hubungan antar indiviu. Sedangkan hukum pidana 

menjadi bagian dari hukum publik yang berfungsi 

menjaga kepentingan-kepentingan publik 

(masyarakat umum) dan pelaksanaannya 

sepenuhnya berada di tangan pemerintah. 

Berdasarkan prinsip restorative justice, 

setidaknya terdapat 4 (empat) unsur utama yang harus 

ada dalam keadilan restoratif, yaitu : 

a. Keadilan restoratif merupakan salah satu jenis 

keadilan yang merupakan konsep dalam 

criminal justice system yang diakui secara 

universal dan digunakan dalam berbagai kasus 

pidana di banyak negara. 

b. Keadilan restoratif memiliki konsep yang 

memandang tindak pidana itu bukanlah 

kejahatan terhadap negara/publik, melainkan 

kejahatan terhadap korban, baik korban 

perseorangan atau beberapa 

orang/kelompok. 

c. Keadilan restoratif berfokus pada penderitaan 

atau kerugian yang diderita oleh korban dan 

bukan pemidanaan terhadap pelaku. 

d. Keadilan restoratif dapat dilakukan dengan 

dialog langsung atau tidak langsung dalam 

wujud mediasi ataupun rekonsiliasi. 

Pelaksanaan restorative justice pada prinsinya 

dilaksanakan dengan tujuan untuk11: 

a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung 

jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan 

korban akibat dari kesalahannya. 

b. Memberikan kesempatan kepada pelaku 

tindak pidana membuktikan kapasitas 

dan kualitasnya di samping mengatasi rasa 

bersalahnya secara konstruktif. 

c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak- 

pihak lain dalam hal menyelesaikan 

masalah. 

d. Menciptakan forum untuk bekerja sama 

dalam menyelesaikan masalah. 

e. Menetapkan hubungan langung dan nyata 

antara perbuatan yang dianggap salah atau 

jahat dengan reaksi sosial yang formal. 

 

3. Faktor Hukum Dan Regulasi 

Dalam faktor hukum dan regulasi 

hambatan dalam pelaksanan RJ demikian 

pelaksanaan restorative justice diatur oleh masing-

masing institusi penegak hukum misalnya Peraturan 

Kejaksaan (Perja) No.15 Tahun 2020 tentang 

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 

Restoratif, Peraturan Kepolisian (Perpol) No.8 

Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana 

Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat 

Keputusan Dirjen Badilum MA 

No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman 

Penerapan Restorative Justice di Lingkungan 

Peradilan Umum. 

 

4. Faktor Sosial dan Budaya 

Dalam faktor sosialnya Mekanisme 

penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan 

restorative justice, posisi masyarakat tidak hanya 

sebagai peserta laku atau korban saja. Masyarakat 

dapat diberikan peran yang lebih luas dalam 

mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan 

sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana. 

Upaya ini juga digunakan sebagai pengenalan 

penggunaan restorative justice pada masyarakat 

agar masyarakat mengetahui. Pada penyelesaian 

perkara pidana, faktor masyarakat bisa menjadi 

penghambat dalam melakukan upaya perdamaian. 

 

5. Faktor Teknis dalam Pelaksanaan Mediasi 

Faktor Teknis dalam Pelaksanaan Mediasi dalam 

Restorative Justice yaitu12 : 

1. Kesiapan Para Pihak, Keberhasilan mediasi 

dalam Restorative Justice sangat bergantung 

pada kesiapan pelaku, korban, dan keluarga 

dalam mengikuti proses mediasi. Kesiapan ini 

mencakup aspek psikologis, emosional, dan 

sosial. 

2. Peran Mediator, Mediator memiliki peran 

penting sebagai fasilitator yang netral dalam 

proses mediasi. Mediator harus memiliki 

keterampilan komunikasi yang baik serta 

pemahaman yang mendalam tentang prinsip 

Restorative Justice. 

3. Lokasi dan Waktu Mediasi, Mediasi harus 

dilakukan di tempat yang netral dan nyaman 
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bagi semua pihak agar tercipta suasana yang 

kondusif. Selain itu, waktu pelaksanaan juga 

harus disepakati bersama untuk menghindari 

tekanan atau keterpaksaan dari salah satu pihak. 

4. Kerangka Hukum dan Regulasi, Proses 

mediasi harus sesuai dengan regulasi 

yang berlaku, seperti Peraturan 

Mahkamah Agung (Perma) No. 1 

Tahun 2016 tentang Mediasi di 

Pengadilan dan Peraturan Kejaksaan 

No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian 

Penuntutan Berdasarkan Keadilan 

Restoratif.13 

5. Dukungan Sosial dan Kelembagaan, 

Pelaksanaan mediasi membutuhkan 

dukungan dari berbagai pihak, termasuk 

kepolisian, kejaksaan, dan tokoh 

masyarakat, agar kesepakatan yang dicapai 

dapat diimplementasikan secara efektif. 

6. Dokumentasi dan Kesepakatan, Hasil 

mediasi harus didokumentasikan dalam 

bentuk tertulis yang sah, mencakup 

kesepakatan antara korban dan pelaku, 

serta rekomendasi bagi pihak berwenang 

untuk memastikan implementasi hasil 

mediasi berjalan dengan baik. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah saya 

susun kesimpulan adalah 

1. Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam 

penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak di 

Kejaksaan Negeri Kabanjahe mengacu pada 

berbagai peraturan hukum, termasuk UU No. 11 

Tahun 2012 dan Peraturan Jaksa Agung No. 15 

Tahun 2020. Keadilan restoratif bertujuan 

memulihkan hubungan dan keadaan antara pelaku 

dan korban, dengan pendekatan tekanan dialog 

dan mediasi. Prinsip utamanya adalah bahwa 

tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran 

terhadap korban, bukan hanya masyarakat, 

sehingga fokus pada kebutuhan korban dan 

tanggung jawab pelaku. Meskipun di beberapa 

daerah telah berhasil mengimplementasikan 

mekanisme diversi yang menghasilkan 

pemulihan hubungan, efektivitasnya masih 

terhambat oleh pemahaman aparat penegak 

hukum yang sering masih mengedepankan 

pendekatan retributif, kurangnya pelatihan 

tentang keadilan restoratif, dan dukungan dari 

masyarakat yang bervariasi. Dengan demikian, 

keberhasilan penerapan keadilan restoratif 

memerlukan upaya sinergis dari semua pihak 

dan penguatan infrastruktur pendukung guna 

mencapai tujuan rehabilitasi yang lebih baik 

bagi anak pelaku dan membantu korban dalam 

proses pemulihan. Implementasi yang efektif 

akan membawa dampak positif, baik bagi 

individu maupun masyarakat secara 

keseluruhan, menciptakan pendekatan 

penilaian yang lebih manusiawi dan adil. 

2. Pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian 

tindak pidana anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri 

Karo masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari 

aspek hukum, sosial, kelembagaan, teknis, maupun 

kultural. Secara umum, faktor-faktor penghambat 

tersebut meliputi: 

a. Aspek Hukum dan Regulasi 

1. Keterbatasan penerapan restorative justice 

karena syarat hukum yang ketat, seperti jenis 

tindak pidana tertentu yang boleh diselesaikan 

secara restoratif. 

2. Belum seragamnya pemahaman aparat penegak 

hukum terhadap prinsip dan pelaksanaan 

restorative justice. 

3. Aspek Sosial dan Budaya Rendahnya 

tingkat pemahaman dan penerimaan 

masyarakat terhadap konsep restorative 

justice. 

4. Ketidakbersediaan korban atau 

keluarganya untuk berdamai, yang menjadi 

prasyarat utama keberhasilan restorative 

justice. 

b. Aspek Kelembagaan 

1. Terbatasnya jumlah jaksa dan fasilitator 

yang memahami dan mampu menerapkan 

pendekatan restorative justice secara 

profesional. 

2. Kurangnya fasilitas pendukung seperti 
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ruang mediasi yang memadai. 

c. Aspek Teknis Pelaksanaan 

1. Kesulitan dalam menghadirkan semua 

pihak yang terlibat (pelaku, korban, 

keluarga, dan pihak ketiga) dalam satu 

proses mediasi. 

2. Perbedaan harapan antara korban dan 

pelaku mengenai bentuk penyelesaian dan 

kompensasi. 

3. Adanya tekanan dari pihak luar (tokoh 

masyarakat, tokoh adat, atau pihak 

berwenang) yang menginginkan kasus 

tetap berlanjut ke proses peradilan biasa. 

Dari keseluruhan hambatan tersebut, terlihat 

bahwa keberhasilan penerapan restorative justice 

sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak, 

kesiapan aparat penegak hukum, serta dukungan 

penuh dari masyarakat. Untuk itu, diperlukan 

peningkatan sosialisasi, penguatan kapasitas sumber 

daya manusia, dan penyempurnaan regulasi agar 

tujuan keadilan restoratif dalam kasus anak dapat 

tercapai secara optimal di Kejaksaan Negeri Karo. 

Saran 

Meberikan sosialisai kepada masyarakan dan terlebih 

lagi anak yang terlibat dengan hukum dengan 

menyampaikan informasi restorative justice dengan 

pedoman sesuai rj dalam kejaksaan karo supaya 

masyarakat paham dengan prinsip rj sesaui akturannya. 

1. Penting nya bagi kejaksaan dalam menghadapi 

suatu kasus perlu ada nya penegasan terhadap para pihak 

yang bersangkutan antara korban dan pelaku dan selaku 

pelaku harus terima dengan tanggu jawab yang akan di 

berikan terhadap pelaku dalam seperti ganti rugi. Serta 

mencegah masyarakat melakukan intimidasi kepada 

pelaku yang pada dasar nya setelah sudah di rj kan 

apakah masyarakat sekitar nya mau menerima nya 

apatidak. Dalam hal ini perlu yang nama nya 

pengawasan lanjut dengan juga memalukan mediasi 

kepada pelaku serta korban. 
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